
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 

' 
TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI

USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL SERTA
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam untuk mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Daerah
Provinsi Jawa Barat, diperlukan sinergitas antarpemangku
kepentingan sehingga menunjang pencapaian sasaran,
progr€rm, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai
kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi
usulan bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta
pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah yang
bersumber dari a.nggaran pendapatan dan belanja daerah,
perlu pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan,
Verifikasi, dan Validasi Dokumen Usulan Bantuan Keuangan,
Belanja Hibah, Bantuan Sosial serta Pokok-Pokok Pikiran
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah pada Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun
2OA4 Nomor 104, Tambahan I-embaran Negara Nomor aa2ll;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol+
Nomor 244, Tartbahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6ffi);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna.n Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l3l2);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2OLg tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2561;

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN
DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALTDASI USULAN
BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
SERTA POKOK.POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

8. Pemerintah Desa addah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah perangkat daerah provinsi yang
menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan daerah

1O. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggara€rn pembangunan daerah.

1 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh proses
pengusulan bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial serta
pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan ke Daerah Provinsi
sampai dengan proses verilikasi dan validasi akhir pada SIPD.
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BAB II

PENG,{JUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN
VALIDASI USULAN

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan dan pengajuan usulan bantuan keuangan, hibah
dan bantuan sosial serta pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan
melalui aplikasi SIPD.

Bagian Kedua

Verilikasi dan Validasi Bantuan Keuangan

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan bantuan
keuangan yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verilikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan bantuan keuangan, baik terhadap
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa.

(2) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah:

a. persyaratan umum, meliputi

1. surat permohonan dari Bupati/Wali Kota pengusul;

2. proposal dan rencana anggaran biaya yang
ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah
Kabupate n / Kota pengusul ;

3. foto lokasi kegiatan;

4. lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah
Kabupaten/Kota yang memuat usulan bantuan
keuangan; dan

5. surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala
perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait usulan yang
dimohonkan.

b. persyaratan khusus, meliputi:

1. detail engineeing design;

2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

4. periztnan;

5. kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa).

t,t
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(3) Dokumen persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. persyaratan umum, meliputi

1. surat permohonan dari kepala desa pengusul;

2. proposal dan rencana anggaran biaya yang
ditandatangani oleh kepala desa pengusul;

3. foto lokasi kegiatan;

4. lampiran kesepakatan berita acara musyawarah desa
yang memuat usulan bantuan keuangan; dan

5. surat keterangan tanggung jawab muflak dari kepala
desa pengusul.

b. persyaratan khusus, meliputi:

1. detail engineering destgn;

2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

4. periztn;an;

5. kerangka acuan ke{a (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

6. dokumen spesifikasi teknis dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa).

(4) Alur penetapan dokumen usulan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B l.ampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Ketiga

Verifikasi dan Validasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan belanja hibah dan
bantuan sosial yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial yang
diajukan pengusul.

(2) Dokumen persyaratan belanja hibah dan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. persyaratan umum, meliputi

1. surat permohonan belanja hibah atau bantuan sosial;

2. proposal;

3. rencana anggaran biaya;

4. foto lokasi kegiatan;

5. lampiran kesepakatan berita acara Musrenbang Daerah
Kabupaten/Kota yang memuat usulan belanja hibah dan
bantuan sosial; dan
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6. surat keterangan tanggung jawab mutlak terkait usulan
yang dimohonkan.

b. persyaratan khusus, meliputi:

1. detail gambar ke{a (detail engineerir-ry design);

2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;

3. sertifikat/dokumen kepemilikan lahan;

4. penztrrarrr;

5. kerangka acuan kerja (berkaitan dengan kegiatan
nonfisik); dan

6. dokumen spesilikasi telcris dan daftar kuantitas harga
(berkaitan dengan kegiatan pengadaan barangl jasa).

(3) Alur penetapan dokumen usulan belanja hibah atau bantuan
sosial ssfagaimana tercantum dalam huruf C la.mpiran,
sebagai bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keempat

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

(1) Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat
sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan
kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasara.n
pembangunan dan pengajuannya dilakukan melalui aplikasi
SIPD, selain secara tertulis.

(2) Untuk memperoleh persetujuan atas usulan pokok-pokok
pikiran DPRD yang diajukan melalui aplikasi SIPD, dilakukan
verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kelayakan
dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang
diajukan oleh anggota DPRD.

(4) Dokumen persyaratan pokok-pokok pikiran DPRD yang
diajukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah:

a. proposal (fika ada); dan

b. foto lokasi kegiatan;

(5) Alur penetapan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD
sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran, sebagai
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1) Datam melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan
bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial serta pokok-
pokok pikiran DPRD pada SIPD, dibentuk tim verifikatur.

(2) Tim verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

t
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BAB IV

KE"TENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal )2 Jrrrr;rl Zt?j

JAWA BARAT,U

RIDWAN KAMIIA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Jerrer!, 2a21

DAERAH
BARAT

WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023

PROVINA



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :, trhrr 2tp]
TANGGAL i t2 J^utr;tt 2)?5
TENTANG : PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN,

VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN
BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK.POKOK
PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH

ALUR PENETAPAN DOKUMEN USULAN BANTUAN KEUANGAN, HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

A. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
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B. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan Pemerintah
Desa
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C. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Hibah dan Belanja Sosial
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D. Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
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